
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pernbentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan · Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 ten tang 
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak 
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, 
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang 
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan 
Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak U sia 
Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 
2019 ten tang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru 
pada Satuan Pendidikan Anak U sia Dini, Sekolah Dasar 
dan Sekolah Menengah Pertama; 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NO MOR 22 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH 
PERT AMA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR~ TAHUN 2019 

BUPATI BATANG 
PRO VIN SI JA WA TENG AH 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerin tah N omor 2 1 Tah un 1988 ten tang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5410); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4863); 

10. Peraturan Pemerin tah N omor 48 Tah un 2008 ten tang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BATANG NO MOR 22 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH 
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 

MEMUTUSKAN: 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 
Tahun 2014 ten tang Standar Nasional Pendidikan Anak 
Usia Pini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1668); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 
Tahun 2016 ten tang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 955); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 
Tahun 2018 ten tang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah 
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(Berita Negara· Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
669); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Batang Nomor 3 Tahun 2013 ten tang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 
1); 

16. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16); 

17. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan 
Pendidikan Anak U sia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama (Serita Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2019 Nomor 22); 
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( 1) Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: 
a. zonasi; 
b. prestasi; dan 
c. perpindahan tugas orangtua/wali. 

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 
80% (delapan puluh perseratus) dari daya tampung sekolah. 

(3) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari daya tampung 
sekolah dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 
kuota bagi peserta didik tidak mampu secara ekonomi dan/ atau peserta 
didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan 
layanan pendidikan inklusif. 

(4) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu secara 
ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan bukti 
keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak 
mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

'.5) Orangtua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum 
apabila terbukti memalsukan bukti keiku tsertaan dalam program 
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah. 

(6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 
15% (lima belas perseratus) dari daya tampung sekolah. 

(7) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung 
sekolah. 

(8) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas 
orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dibuktikan 
dengan surat penugasan dari institusi/lembaga/kantor atau perusahaan 
yang mempekerjakannya. 

(9) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari jalur 
pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) 
zonasi. 

(10) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan 
domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat 
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili 
peserta didik. . 

( 11) Dalam hal jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi 
dan/ atau jalur zonasi. 

( 12) Dalam hal jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak 
terpenuhi sampai dengan waktu penutupan pendaftaran, maka sisa kuota 
dialihkan ke jalur zonasi. 

Pasal 23 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak U sia 
Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 22) Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat 
(6) diubah serta menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (12), sehingga Pasal 23 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 
• . . 



SERITA DAERAH KASUPATEN SATANG TAHUN 2019 NOMOR ,2.~ 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal .2-$ Juni 2019 

WIHAJI 

SUPATI SATANG, 

Ditetapkan di Satang 
pada tanggal .:ti Juni 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Satang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

ttd




